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: a. bahwa sesr.ni ketentual Pasal 58 ayat (l) dan ayat (2)

b.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah
dapat memberikan tambahan penghasilan kepada
pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan
yang objektif, dengan memperhatikan kemampuan
keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 5 Tahun 2O2O telah ditetapkan Tambahan
Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Daeratr
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
bahwa substansi yang diatur dalam Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2020
sebagaimana dirnaksud pada huruf b, khususnya
berkaitan dengan pengaturan kriteria PNSD yang
menerima Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan
pertimbangan obyektif, perlu disesuaikan kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan
Penghaiilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115'
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
16491;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur
Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58,
Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
s6ze\ Qy'

d.

Uengirgrt : l.

2.

3.



ilenetaptan :

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

PERATT'RAI{ GT'BERTTUR TEI|TAITG TAUBAIIATT
PEI{GHA"SIL/I.IT PEGAWAI BAGI PDGAWAI NE.GERI SIPIL
DAERAII PROVIXSI ITUSA TEIYGGARA TIMI'R.

BAB I
NETENTUAI| T'UUM

Bagirs Kesatu
Betasaa Peagerti.a d8! dcnlbi

Pesel I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adatah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur'
4. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Keuangan Daerah adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang

6.

7

8.

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan'
nadan Xelpegawaian Daerah adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang

menyelenggarakEm urusan pemerintahan di bidang kepegawaian' 
,

eerangkaibaerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah

di lingkungan Pemerintah Nusa Tenggara Timur.
Cabaig Dinas adalah bagan dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan
Pemeriirtahan bidang p.ttaidik"tt menengah, kelautan dan perikanan, energl

dan sumber daya minlral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja
dinas dengan wilayah keda tertentu.
Unit PelJsana Teknis baerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah

organisasi yang melalsanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau
kegiatan teknis penunjang tertentu pada PD.
peiawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah
eelawai legiri Sipli Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.
Pendidik aaa"ft PNSD yang menduduki jabatan fungsional Guru pada

Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus'
Tenaga Kependidikan adalah Jabatan Fungsional umum/Tertentu pada

satuan Pendidikan Menengah dan satuan Pendidikan Khusus, meliputi
jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Pengelola

Lboratorium/Bengkel, Pranata Laboratorium, Pengelola Perpustakaan,
Pustakawan serta pejabat pengawas dan pelaksana.
Tambahan penghasiian Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan
penghasilan yang diberikan kepada PNSD di luar gaji dan tunjangan lainnya
V*tE sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang diberikan
berdasarkan beban kerja, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai
melampaui beban keda normal berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja PNSD dalarn rangka
peningkatan kinerja berdasarkan jabatan struktural, jabatan fungsional dan
golongan PNSD serta tempat bertugas.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna
Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana. p

9.

10.

11.

t2.

13.

14.

15.



16.

17.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban
APBD,
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat
pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai

Bendahara Umum Daerah.
Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut kuasa BUD

adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagai tugas BUD.

Disiplin ilfSO 
-"aJ"h 

kesanggupan pegawai Negeri Sipil untuk mentaati
kewaiiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan
p.roiduttg-rndangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak
ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
Batas Usia Pensiun adalah batas usia pensiun PNSD yang meliputi:
a. 58 {lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
b. 6O (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
c. sesuai dengan i<etentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat

Fungsional.
l,aporari Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat
f.ftfpn adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya
tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data
pribadi termasuk penghasilal, pengeluaran dan data lainnya atas Harta

18.

19.

20.

2r.

Kekayaan Penyelenggara Negara.
22. Wajib LHKpI\i adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur untuk

menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya'

Begian Kcdue
talrud dan TuJuen

Parll 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam
pelaksanaan Pemberian TPP.

P.ral 3

T\rjuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:
a. terwujudnya peningkatkan kinerja PNSD;
b. terwujudnya peningkatan disiplin PNSD; dan
c. terwujudnya kesejahteraan PNSD.

Brglea KGtigB
Ruarg Llaglup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. jenis TPP;
b. pemberian TPP;
c. besaran TPP;
d. pembayaranTPP;
e. pemotongan pembaYaran TPP; dan
f. Iatacara permintaan dan perhitungan pembayaran TPP.

BAB II
JTrIS TPP

Fasal 5

(1) TPP terdiri atas:
a. TPP berdasarkan beban kerja; dan
b. TPP berdasarkan pertimbangan obyel*rf . p



(21

(3)

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
merupakan TPP yang diberikan kepada PNSD yang dibebani pekelaan
untuk menyelesaikan tugas, yang menurut sifat dan karakteristiknya'
pekerjaan dimaksud mengandung beban dan tanggung jawab yang besar'
TPP berdasarkan pertimbangan obvektif sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf b, merupakan TPP yang diberikan kepada:
a. PNSD yang menduduki jabatan fungsional Pendidik dan Tenaga

Kependidikan;
b. PNSD tertentu yang diberi tugas khusus oleh Gubernur; dan
c. PNSD pada akhir masa pengabdiannya sebagai PNSD dan hanya diberikan

I (satu) kali.

BAB III
PEMBERIAN TPP

Pasal 6

TPP berdasarkan beban keq'a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf a, diberikan kepada :

a. PNSD yang menduduki jabatan struktural; dan
b. PNSD yang menduduki jabatan non struktural'
PNSD yang menduduki jabatan non struktural sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, yaitu PNSD yang menduduki jabatan pelaksana dan
fungsional tertentu kecuali PNSD dengan jabatan fungsional pendidik dan
tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan
Pendidikan Khusus.
Dalam hal PNSD pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan
Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki lebih dari 1 (satu)
jabatan, TPP diberikan sesuai jabatan yang memiliki besaran TPP lebih
tinggt.

Pasal 7

TPP berdasarkan pertimbangan obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1) hurufb diberikan kepada:
a. PNSD pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus

yang tidak menduduki jabatan struktural;
b. PNSD tertentu yang diberi tugas khusus oleh Gubernur;
c. PNSD yang telah memasuki Batas Usia Pensiun sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan dan telah mengabdi pada Pemerintah
Provinsi selama paling singkat 5 (lima) tahun, diberikan 1 (satu) kali pada
akhir masa pengabdiannya;

d. PNSD yang mengajukan pensiun dini, dengan masa pengabdian selama
atau lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan telah mengabdi pada Pemerintah
Provinsi selama paling singkat 5 (lima) tahun, diberikan I (satu) kali pada
akhir masa pengabdiannya; dan

e. PNSD yang meninggal dunia dengan masa pengabdian paling rendah l0
(sepuluh) tahun dan telah mengabdi pada Pemerintah Provinsi selama
paling singkat 5 (lima) tahun pada saat yang bersangkutan meninggal.

Batas waktu pengabdian pada Pemerintah Provinsi bagi PNSD yang telah
memasuki Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dan PNSD yang mengajukan pensiun dini sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, dikecualikan bagi PNSD yang berpindah mengabdi pada
Pemerintah Provinsi sebagai akibat perubahan urusan kewenangan
Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
PNSD tertentu yang diberi tugas khusus oleh Gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufb, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya s,sfagaimana dimaksud
pada ayat (i) huruf c dan huruf d, tidak diberikan kepada PNSD yang
diberhentikan secara tidak dengan terhormat karena alasan tertentv.42

(1)

{21

(3)

(1)

(21

(3)

(4)



(1)
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Pasd 8

TPP diberikan kepada:
a. PNSD yang melaksanakan tugas pada PD dan namanya tercantum dalam

daftar gaji bulan berjalan;
b. PNSD pindahan ke Pemerintah Provinsi dalam tahun bedalan yang tidak

menduduki jabatan struktural / fungsional; dan
c. PNSD yang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan dan

cuti karena alasan penting.
PNSD pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
diberikan TPP jika:
a. gaji PNSD yang bersangkutan telah dibayarkan dalam APBD; dan
b. telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi yang dibuktikan

dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh
Kepala PD terhitung mulai tanggal I (satu) atau hari kerja pertama pada
bulan berkenaan.

Pasal 9

(1) TPP tidak diberikan kepada PNSD, dalam hal :

PNSD merupakan pindahan ke Pemerintah Provinsi dalam tahun
berjalan yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji;
PNSD menjalani tugas belajar;
PNSD melaksanakan cuti di luar tanggungan negara;
PNSD mengambil cuti besar;
PNSD mengambil cuti melahirkan anak keempa.t dan seterusnya;
PNSD yang diperbantukan pada instansi vertikal di Provinsi;
PNSD yang menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
masih berstatus calon PNSD;
PNSD yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib;
PNSD yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar
Pemerintah Provinsi;
PNSD yang tidak hadir ke{a tanpa keterangan selama 5 (lima) hari kerja
berturut-turut atau apabila diakumulasikan lebih dari lO (sepuluh) hari
kerja dalam I (satu) bulan;

l. PNSD ditetapkan sebagai wajib LHKPN yang terlambat menyampaikan
LHKPN, dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BABnI
BESARAI| TPP

Pasal fO

Besaran TPP bagi PNSD berdasarkan beban ke{a sebagaimana dima}sud
dalam Pasal 5 ayat (l) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Besaran TPP bagi PNSD dengan pertimbangan obyektif lain, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l) adalah sebagaimana tercantum dalam
I.arnpiran II dan merupakan bagan yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasat 11

Besaran TPP sebagaimana dimalsud dalam Pasal 10, dihitung berdasarkan
disiplin PNSD kecuali TPP berdasarkan pertimbangan obyektif yang
diberikan kepada PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf
c dan huruf d.
Disiplin PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
kehadiran kerja yang dibuktikan dengan rekapitulasi daftar hadir secara
elektronik.
Dalam hal pada PD tidak tersedia rekapitulasi daftar hadir secara elektronik,
disiplin PNSD berdasarkan kehadiran kerja dibuktikan dengan rekapitulasi
daftar hadir non elektonik. 4!.

b.
c,
d.
e.
f
o
h.
i.
j.

k.

(1)

(21

(U

(2)

(3)



(1)

(21

(3)

(4)

(1)

(2)

BA'B V
PEMBAYARAN TPP

Pasal 12

pejabat pengelola kepegawaian pada PD membuat rekapitulasi kehadiran
bulanan-PllsD sesuai hasil print out daitar hadir elektronik dan/ atau daftar
hadir non elektronik.
Selain rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' pejabat

pengelola kepegawaian membuat rekapitulasi penilaian.kehadiran PNSD

i"ai j"- te{J berdasarkan penyampaian dari atasan langsung masing-

masing.
Pejaba"t pengelola kepegawaian pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat

(f i melakukan verifikasi data penilaian kehadiran bulanan PNSD'

irelapitulasi kehadiran bulanan PNSD yang telah diverifikasi sebagaimana

dimalsud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala PD atau pejabat yang

ditunjuk pada setiap awal bulan berikutnya untuk ditandatangani'

BAA VI

PEUOTONGAN PEUBAYARAI{ TPP

Pasal 13

pemotongan pembayaran TPP dikenakan apabila PNSD dalam melaksanakan
tugasnya tidak memenuhi kriteria Disiplin PNSD.

Xrilteria Disiplin PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' meliputi:
a. kehadiran dalam hari kerja;
b. ketepatan waktu tiba di kantor/ tempat tugas;
c. ketepatan waktu pulang dari kantor/tempat tugas;
d. keberadaan di kantor/ tempat tugas selarna jam kerja; dan
e. kehadiran dalam mengikuti kegiatan apel kekuatan pada setiap hari

senin, upacara hari keiadaran setiap tanggal 17 dan upacara hari besar

kenegarian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan'
Selain friteria kehadiran dalam hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, pemotongan pembayaran TPP juga dikenakan bagi PNSD yang
'i"in d^o 

""kit 
l.bih a"ti 

-S 
1tig") hari kerja dalam setiap bulan dan tidak

dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
Peihitungan ketepatan waktu tiba di kantor/ tempat tugas dan pulang dari
kantor/tempat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 truruf b dan

huruf c, dibuktikan dengan print out alat absensi elektronik dan/ atau alat
absensi non elektronik.
PNSD yang ditugaskan oleh Kepala PD/Cabang Dinas/UPTD/atasan
langsung ,rit rt -"t"tsanakan tugas ke instansi di luar kantor atau dari
kanltor/timpat tugas keluar kantor, dikecualikan dari penggunaan alat
absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disert{ri. dengan disposisi
ataulurat tugas dari Kepala PD/Cabang Dinas/UPTD/atasan langsung
yang disampaikan kepada pejabat pengelola kepegawaian PD/ Cabang
Dinas/ UPTD yang bersangkutan.
Kriteria Disiplin PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3)

dan besaran pemotongan TPP adalah sebagaimana tercantum dalam
l,ampiran III dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasat 14

PD/Cabang Dinas/UPTD yang menerapkan jam kerja khusus meliputi piket'
shif, piket dan jadwal jaga pada hari libur, pengaturan yang berkaitan
dengan ketepatan waktu tiba di kantor/tempat tugas dan pulang dari
kantor/tempat tugas, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala PD/Cabang
DinaslUPID. p.

(3)

(4)

(s)

(6)

(71

(1)



(21 Laporan tentang p€nerapan jam ke{a khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (l), disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian
Daerah.

(3) Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan pengaturan sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1).

BA'B VII
TATA CARA PERUIIITAAIY

DAIT PERHITUNGAIT PEMBAYARAN TPP

Pasal 15

(U TPP dibayarkan terhitung untuk bulan januari sampai dengan bulan
desember di tahun anggaran berkenaan.

(2) Permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan
pada bulan berikutnya kecuali pada bulan desember dapat diajukan pada
bulan berkenaan.

(3) Permintaan pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif bagi PNSD
yang telah memasuki Batas Usia Pensiun sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan PNSD yang mengajukan pensiun dini
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (ll huruf c dan huruf d, diajukan
1 (satu) bulan sebelum PNSD yang bersangkutan mengakhiri masa
pengabdiannya.

(4) Permintaan pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif bagi PNSD
yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf
e, diajukan setelah pihak yang menjadi ahli waris dari PNSD bersangkutan
menyampaikan surat keterangan kematian atau salinannya yang telah
disahkan oleh pihak yang berwenang.

(5) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
dengan mekanisme sebagai berikut:
a. PD membuat dan mengajukan SPM-LS kepada Badan Keuangan Daerah

untuk diterbitkan SPzD dengan melampirkan daftar perhitungan TPP dan
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari pengguna anggaran / kuasa
pengguna anggaran dan rekapitulasi kehadiran bulanan;

b. Khusus untuk pembayaran TPP PNSD bulan Desember sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibayarkan pada awal bulan dengan SPM-LS; dan

c. sisa lebih dari pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada huruf b,
disetor kembali ke Kas Daerah:

(6) Pengajuan SPM-I S oleh PD untuk pembayaran TPP bagi PNSD yang telah
memasuki Batas Usia Pensiun s,esuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan PNSD yalg mengajukan pensiun dini sebaeaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (ll huruf c dan huruf d, dilakukan terpisah dari SPM-LS
TPP bulanan dengan melampirkan keputusan pengangkatan sebagai Calon
PNSD dan PNSD serta surat permohonan mengakhiri masa pengabdian dari
PD tempat PNSD yang bersangkutan mengabdi.

(71 Pengajuan SPM-LS oleh PD untuk pembayaran TPP bagi PNSD yang
meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e,
dilakukan terpisah dari SPM-LS TPP bulanan dengan melampirkan
keputusan pengangkatan sebagai Calon PNSD dan PNSD dari PD tempat
PNSD yang bersangkutan mengaMi serta surat keterangan kematian atau
salinannya yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang

(8) Format daftar perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(9) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pengguna
anggaran / kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan
bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gutrernur ini. *



BA'BVtu
KSTEI{TUAI| PEI|UTI'P

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Tambahan Penglasilan Pegawai
Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2O2O Nomor O05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasd 17

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11- hsv,J+u^

b 
GUBERNUR NUtrA 

T'NGG

2O2O ,
TIMUY

U vIKmR BUIIGTILU L^lusKoDAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal lY rt3uJ1"I^'t

SEKRETARIS DAERAH
4'PROVINSI NUR TENGGARA TIMUR, U

f r;nne S FOLO MAING

BbRITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2O2O NOMOR 0$



LIIilPIRAN I : PERATURAII GT BERIIUR ![USA TEI(XiARA TIUttR
I{OilOR : 4r TAHUN 2020
TANGGALT l4AqvAW 2O2o

rL,

BESARAN TPP BAGI PNSD
BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO URAIAN
BESARA,IT TPP PER

Bttl/lJ{

I Jabatan Pimpinan Tinggi MadYa 9.750.000

z Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Staf Ahli dan Eselon II 6.500.000

J Jabatan Administrator

Eselon III A

Eselon III B

3.510.000

3.380.OOO

.+ Jabatan Pengawas

Eselon IV A

Eselon IV B

2.730.OOO

2.600.000

Jabatan Pelaksana

Pelaksana Golongan IV

Pelaksana Golongan III

Pelaksana Golongan II

Pelaksana Golongan I

1.950.000

1.755.000

1.430.000

1.300.000

6 Jabatan Fungsional

a. JF Ahli
- Ahli Utama

- Ahli Madya

- Ahli Muda

- Ahli Pertama

b. JF Terampil

- Penyelia

- Pelaksana l,anjutarr

- Pelaksana

- Pelaksana Pemula

3.400.000

3.loo.oo0

2.700.000

2.500.000

2.300.000

2.OO0.000

1.700.o00

1.400.ooo

I



LIIMPIRAN II : PERATURAIT GITBERI{I R NUSA TEI{(X}ARA TIUITR
ITOIUOR : 4J- TAHUN 2020
TAN(X}AL z ti.t tauhNzOzor(J

BESARAN TPP BAGI PNSD
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF

NO URAIAN BESARAil TPP

1 PNSD Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Non Struktural, meliPuti :

a. Pengawas Sekolah
b. Kepala Sekolah
c. Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non

Administrasi, yang meliPuti :

- Yang menerima Tunjangan Profesi
Guru (TPG) dan/atau Ttrnjangan
Khusus LainnYa (TKG)

- Yang tidak menerima Tunjangan
Profesi Guru (TPG) dan/atatu
T\rnjangan Khusus lainnYa (TKG)

1.1O0-OO0/Bulan
1.000.000/Bulan

500.O00/Bulan

75O.OOO/Bulan

2 PNSD tertentu yang diberi tugas khusus oleh
Gubernur

5.OOO.OOOlBulan

PNSD yang telah mengakhiri masa
pengabdiannya sebagai PNS dan diberikan 1

(satu) kali pada akhir masa pengabdiannya,
meliputi:

a. PNSD yang telah memasuki Batas Usia
Pensiun sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan telah
mengabdi pada Pemerintah Provinsi
selama paling singkat 5 (lima) tahun;

b. PNSD yang mengajukan pensiun dini,
dengan masa pengabdian selama atau
lebih dari 20 (dua Puluh) tahun dan
telah mengabdi Pada Pemerintah
Provinsi selama paling singkat 5 (lima)
tatrun; dan

c. PNSD yang meninggal dunia dengan
masa pengabdian paling rendah 10
(sepuluh) tahun dan telah mengabdi
pada Pemerintah Provinsi selama paling
singkat 5 (lima) tahun pada saat yang
bersangkutan meninggal.

25.000.000

I cunnnruun NUS1 
TfccARA 

rIMUy'

\t(
\I1

! vtxron BUTcTILU LtusKonAT



L/LUPIRA.lt III : PERATIIRAr GITBERIII R ![USA TEI{(X}ARA TIUITR
ITOMOR : {l TAHUN 2020
TANGGAL . tu A+dM 2O2O| ' 'u

KRITERIA DISIPLIN DAN BESARAN PEMOTONGAN TPP
BAGI PNSD

NO

JEXIS DAIT PE IL,IUAI{
PELAI{GIGIARAX DIAIPLIN

BESARAT{ PEUOTOI{GAN

KETERANCA.I'rI'IYGSIOITAL
UUUU

PE.'ABAT

DISIPLIN FRTKT'EI{AI

E' ttslr[t lrtrr!
DA.IT

TUIIGSIOMIL
TERTEIVTU

7 2 3 4 5 6

I Terlambat
masuk kantor
tanpa berita

5 kali atau
setara dengan I
(satu) hari jam
kerja (8 Jarn)

5 o/" lO o/o Daftar Absensi

Di atas 5 kali Pers€ntase
ekuivalen

dengan jumlah
hari terlambat

Dihitung
akumulasi

ditambah I %
pada

keterlambatan
hari berikutnya

Daftar Absensi
Pejabat Penilai

2 Ijin terlambat
masuk
kantor/iiin
pulang
sebelum
selesai jam
kerja

I€bih dari 5 kali 3Yo 50

3 pulang
sebelum
selesai j"-
kerja tanpa
iiin

3 Kali 5 o/o lO o/" Daftan Absensi

Di atas 3 Kali 5 o/o + lo/o/hari lO Yo + lo/o lhari Daftar Absensi
Pejabat Penilai

Tidak
hadir/ alpa

I (satu) kali 5 o/" lhari 8 o/o lhari Daftar Absensi

Tidak hadir
karena izin

t€bih dari 3 kali 2%lha;i 4 %lhari Daftar Absensi

Tidak hadir
karena sakit
tanpa
keterangan
dokter

L€bih dari 3
hari

2 o/o/hai 4%lhan Daftar Absensi

Tidak
mengikuti
kegiatan apel
kekuatan
pada setiap
hari senin,
upacara hari
kesadaran
setiap tanggal
17 dan
upacara hari
besar
kearegaraan
sesuai
ketentuan
peraruran
perundang-
undangan

I (satu) kali 10 oh lkeg lO o/"/keg Daftar Abs€nsi

Pejabat Penilai
(Selcetaris

Daerah/Asisten/
Kepala Dinae/
Kepala Badan/

Selcetaris DPRD)

I cueenwun NT1'+;NGGARA rrMuy/
Uq

, Vzr
0z vrxron Burcrrr,u LlusKoDAT
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L/IJUPIRAN IV : PERATURAJI GUBERNUR NUSA TEI|(X}ARA TIMITR
I{OMOR : 4T TAHUN 2O2O
TAI{GGAL I lq h4^tl^4 2O2O

| -'o

FORMAT DAF"TAR PERHITUNGAN TPP BAG1 PNSD

No Nama/
NIP

Jab.I
Gol.

Besamya
Tambahan

Penghasilan
Pegawai

PNSD (Rp)

Jumlab Pc4gurangar lRIl
Jumlah

pembayaran
(Rp)

' 1+-tzy

PPh

Jumlah
yang

diterima
(Rp)

(r3-14)

Tanda
Tangan

Terlambat
masuk
kantor
tanPa
berita

Uin
terlambat/

pulang
lebih awal

Cepat
pulang
tanpa
ijin

Tidak
hadir

Tidak
hadir

karerra
in

Tidak
hadir

karena
saldt

Tidak
mengikuti
apel, apel

setrap
tanggal
17 dan
lainnya

Jumlah

I 2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 t4 15 i6

Mengetahui
Pengguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran, .........tanggal,.,.......
Pembuat Daftar,

NIP.N]P. NIP.

lr
,/ VIKTOR BUI| GTILU L/USKODAT



L/IJ}IPIRAN V : PERATURAIT GUBERNT,R NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : r.{tr TAHUN 2020
TANGGAL = fu Aqr*t{zOzot'l

FORMAT SURAT PERI{YATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PERI{YATAAN TANGGUNG JAWAB MUTI.,AK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat dalam Daftar Perhitungan Tambahan
Penghasilan Pegawai bulan ...... bagi Satuan Kerja ............... telah
dihitung dengan benar berdasarkan jumlah PNSD pada Satuan
Kerja ............

2. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atau pembayarannya, kami
bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

..................tanggal........... ....

Pengguna Anggaran/ Kuaca Pengguna
Anggaran

NIP.

NGGARATIMU


